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ABSTRAK

Mobil Siaga Desa atau disebut dengan Mobil serbaguna desa merupakan
kendaraan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Jombang. Mobil Siaga Desa
merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk
memaksimalkan pelayanan di bidang kesehatan dan sosial yang berdasarkan UU
No. 32 tahun 2004 yakni pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan
Kota mengatur dan mengurusi urusan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui impelementasi operasional
ambulan siaga desa di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
Teori yang digunakan adalah George C Edward 111 yang memberikan pandangan
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni
komunikasi, stuktur birokrasi, sumberdaya, disposisi (sikap). Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi operasional
ambulan siaga desa di Desa Jogoloyo masih belum maksimal. Rekomendasi untuk
permasalahan implementasi operasional ambulan siaga desa adalah membuat
informasi secara tertulis kepada masyarakat Desa Jogoloyo, menetapkan supir
secara pasti agar masyarakat Desa Jogoloyo tidak perlu mencari supir, melaporkan
kepada Camat setiap triwulan sekali, membuat buku laporan pemanfaatan
ambulan siaga desa, membuat SOP (Standart Operasional Prosedur) untuk
pemanfaatan mobil ambulan siaga desa, lebih di tingkatkan koordinasi antar unit
terkait.
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ABSTRACT

The Village Alert Car or called the village multipurpose car is a four-wheeled
vehicle owned by the Jombang Regency Government. Village Standby Car is one
of the efforts of the Jombang District Government to maximize services in the
health and social fields based on Law number 32 of 2004, namely the Provincial,
District and City Governments regulate and manage affairs according to the
principle of autonomy and co-administration. This research is a descriptive
research with qualitative approach. The purpose of this study was to determine
the operational implementation of the village ambulance in Jogoloyo Village,
Sumobito District, Jombang Regency. The theory used is George C Edward IlI
who gives the view that policy implementation is influenced by four variables,
namely: communication, bureaucratic structure, resources, disposition (attitude).
Based on the results of the research that has been done it can be seen that the
implementation of the operational ambulance of the village in Jogoloyo Village is
still not optimal. The recommendations for the operational implementation
problems of the village standby ambulance are to make written information to the
Jogoloyo Village community, determine the driver for sure so that Jogoloyo
villagers do not need to find a driver, report to the Camat every quarter, make a
report book on the use of village ambulance, make SOP(Standart Operasional
Preosedure) for utilization village standby ambulance car, more coordination
between related units.
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Pendahuluan

Sejak bergulirnya era reformasi, Sebagian masyarakat menuntut akan
adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomi
daerah yang ditawarkan kepada daerah adalah suatu konsep di mana Pemerintah
pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri
dari segi pembangunan. Dalam hal pembagian uang yang adil dan proporsional
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah mempertimbangkan
potensi dan kondisi kebutuhan daerah terhadap besaran pendanaan
penyelenggaraan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Menurut UU No. 32
tahun 2004. Menurut pasal 20 ayat 2, pemerintah daerah provinsi, daerah
Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Masalah kesehatan selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah
karena kesehatan sangat mencakup segala aspek rutinitas dalam segala bidang.
Itulah yang terkadang masih menjadi satu masalah bagi masyarakat terutama
mengenai sarana dan prasarana meski pemerintah telah mencanangkan program
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi masyarakat yang khususnya kurang
mampu. Namun demikian segalanya memang berada dalam garis keterbatasan
mengingat banyaknya hal yang harus diurus oleh pemerintah di luar bidang
kesehatan. Sebagai contoh adalah masalah Emergency / Transportasi pasien
Gawat darurat yang sampai saat ini terasa masih kurang seimbang dengan jumlah
masyarakat dalam satu kuota tertentu terutama di daerah Kecamatan dan Desa, hal
ini sesuai dengan peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota bahwa penanganan bidang kesehatan menjadi salah satu
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Kota.

Dapat dibayangkan dalam satu Kabupaten terdapat puluhan ribu orang
dengan beberapa unit ambulan yang terdapat di wilayah Kabupaten sebagai sarana
yang dipersiapkan untuk mengurusi masalah medis di daerah ini. Di samping itu
prosedur penggunaannya pun terkadang tidak dapat maksimal untuk sepenuhnya
dapat digunakan oleh masyarakat mengingat biaya yang dikeluarkan juga cukup
tinggi dan hal itu terasa berat dirasakan terutama bagi mereka yang kurang
mampu secara ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten jombang membuat
kebijakan dengan pengadaan mobil ambulan desa. Proses pengadaan kendaraan
tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Perpres Nomor 35 tahun 2011. Pengadaan mobil ambulan siaga desa dengan
jumlah 306 unit dengan merk Suzuki Arena GL Nik 2014, ini mengingat di desa
masih kurangnya transportasi yang di gunakan untuk keadaan gawat darurat,
namun pada kenyataannya mobil ambulan siaga desa ini masih banyak di gunakan
untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu karena pemerintah Kabupaten
Jombang masih belum menyediakan standart operasional prsosedur dalam
penggunaan mobil Ambulan Siaga Desa.



Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti memfokuskan pada
Implementasi Operasional Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo. Selanjutnya
dapat di peeroleh rumasan masalah yakni bagaimana implementasi operasional
Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana implementasi operasional Ambulan Siaga Desa apakah
telah sesuai dengan prosedur pemanfaatan Ambulan Siaga Desa yang ada.

Metode

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan
langkah langkah representative obyektif tentang gejala gejala yang terdapat di
dalam masalah masalah. Menurut Sukmadinata (2005) dasar penelitian kualitatif
adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak,
interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh
setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan
dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui
interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002).

Jenis penelitian deskriptif kualititatif yang digunakan pada penelitian ini
dimaksudkan guna memperoleh data yang mendalam mengenai implementasi
Operasional Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya
mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat
strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif,
dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual. Sejalan dengan itu,
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
Observasi dan Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi
yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau studi kepustakaan dan untuk
menguji kebenaran bila data yang diperoleh kurang menyakinkan atau terjadi
keragu-raguan akan informasi yang diperoleh. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan untuk memperoleh data primer dari para informan yang mengetahui dan
memahami pelaksanaan Operasional Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo.
Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan adalah
wawancara mendalam (in-depth interview) dan pertanyaan yang diajukan bersifat
terbuka (open question) agar diperoleh jawaban yang rinci, jelas, dan sistematis
sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang obyek yang
diteliti. Studi kepustakaan dan dokumen kualitatif menggunakan studi
kepustakaan berupa dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, website,
laporan tahunan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Operasional
Ambulan Siaga Desa. Data berbentuk audio berupa rekaman hasil wawancara
dengan para informan sebagai data pendukung penelitian.
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Hasil dan Pembahasan.
1. Komunikasi

Mengenai kejelasan informasi Implementasi Operasional Ambulan Siaga
Desa di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pihak Desa
Jogoloyo telah memberikan informasi kepada masyarakat Desa Jologoyo melalui
lisan, yaitu saat pertama kali mobil Ambulan Siaga Desa baru di terima oleh Desa
Jogoloyo, pihak Desa Jogoloyo memberikan sosialisasinya ketika ada
musyawarah Desa yang di hadiri oleh RT yang ada di Desa Jogoloyo, dan juga
pihak Desa mensosialisasikannya ketika ada kegiatan massal yang ada di Desa
Jogoloyo.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam proses implementasi Operasional Ambulan Siaga
Desa di Desa Jogoloyo di lihat dari segi sumber daya manusia nya belum
memadai, hal ini dibuktikan dari data yang di peroleh bahwa Desa Jogoloyo
menyediakan supir yang di pilih saat pertama kali Ambulan Siaga Desa turun
untuk pengoperasian Ambulan Siaga Desa yang di tunjuk secara sukarela, tanpa
adanya penunjukan supir secara tetap untuk mengantarkan warga yang
membutuhkan, sehingga warga mencari supir sendiri untuk berobat ke rumah
sakit, dari hasil wawancara yang di peroleh penulis untuk perawatan mobil
Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo di rawat bersama sama oleh seluruh
perangkat Desa, sehingga penulis menyimpulkan dari uraian diatas bahwa sumber
daya manusia sudah mencukupi, namun belum ditetapkannya secara pasti supir
dan orang yang merawat untuk Operasional Ambulan Siaga Desa.

Dilihat dari segi sumber dana, pihak Desa menjelaskan bahwa dana untuk
Operasional Ambulan Siaga Desa sudah ada, dana untuk operasional berasal dari
ADD (Anggaran Dana Desa) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) Kabupaten Jombang , ini dibuktikan pihak Desa menganggarkan
untuk kebutuhan BBM dan juga service mobil, untuk perjalanan jauh anggaran
mobil Ambulan Siaga Desa tidak di gratis melainkan disubsidi, hal ini tidak sesuai
dengan prosedur pemanfaatan ambulan siaga desa pada poin 7 yakni dana
operasional pemeliharaan yang muncul karena pemanfaatan mobil ( sesuai dengan
peruntukkannya ) berasal dari pemanfaatan dana ADD, sedangkan dana
operasional pemanfaatan ( bensin ) mobil berasal dari swadana masyarakat
pengguna mobil ambulan siaga desa, sehingga penulis menyimpulkan bahwa ada
ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaanya, bensin dari mobil yang
harusnya berasal dari swadaya masyarakat di gratiskan oleh pihak Desa Jogoloyo.

Dari segi sarana dan prasarana pihak Desa memaparkan belum adanya
garasi untuk penempatan mobil Ambulan Siaga Desa, untuk fasilitas yang ada di
dalam mobil seperti yang dipaparkan oleh pihak Desa yakni adanya kereta
dorong, oksigen, tabung oksigen sudah ada, setelah penulis melihat mobil
Ambulan Siaga Desa barang tersebut sebagian tidak ada seperti dalam Gambar 1,
hanya ada kereta dorong saja, sehingga penulis menyimpulkan bahwa sarana dan
prasarana mobil Ambulan Siaga Desa masih belum memadai.



Dari segi pengawasan untuk operasional Ambulan Siaga Desa di Desa
Jogoloyo belum maksimal, dari hasil wawancara yang di peroleh oleh penulis
bahwa pihak Desa hanya melaporkan untuk pengecekan kondisi fisik dan STNK
dari mobil Ambulan Siaga Desa setahun sekali, hal ini tidak sesuai dengan
prosedur pemanfaatan Ambulan Siaga Desa poin 11 bahwa setiap Kepala Desa /
Lurah sebagai penanggung jawab pemanfaatan Mobil Siaga Desa wajib
melaporkan pemanfaatan Mobil Siaga Desa ke Camat setiap triwulan sekali,
sehingga penulis menyimpulkan bahwa belum adanya laporan setiap triwulan
sekali pemanfaatan mobil Ambulan Siaga Desa ke Kecamatan.

Belum adanya laporan pemanfaatan mobil Ambulan Siaga Desa di Desa
Jogoloyo mengenai nama penggunaa, tanggal penggunaan, tujuan penggunaan,
angaka kilometer berangkat, angka kilometer pulang, pengemudi, dalam prosedur
pemanfaatan Ambulan Siaga Desa poin 9 bahwa harus ada laporan mengenai
nama penggunaa, tanggal penggunaan, tujuan penggunaan, angaka kilometer
berangkat, angka kilometer pulang, pengemudi, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa di dalam Operasional Ambulan Siaga Desa belum
menjalankan sesuai dengan prosedur pemanfaatan Ambulan Siaga Desa.

3. Disposisi

Dalam kaitannya dengan Implementor Operasional Ambulan Siaga Desa
pihak Desa telah mendapat wewenang untuk mengoperasikan Ambulan Siaga
Desa dari Bupati Jombang, ini ditandai dengan adanya surat perjanjian dari
Pemerintah Daerah yang di wakili oleh Sekretaris Daerah dengan Desa yang
isinya pinjam pakai mobil Ambulan Siaga Desa yang menjadi Aset Desa, ini
sudah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 36 tahun 2007
tentang pelimpahan urusan pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kelurahan.

Sikap Implementor untuk Operasional Ambulan Siaga Desa seperti yang
telah diutarakan oleh Kepala Desa Jogoloyo bahwa pihak Desa sangat terbuka
bagi masyarakat yang bermaksud untuk meminjam mobil Ambulan Siaga Desa,
masyarakat Desa Jogoloyo bisa untuk meminjam mobil Ambulan Siaga Desa 24
jam, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa respon dari pihak Implementor
Ambulan Siaga Desa sudah cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan
pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Berkenaan dengan aspek SOP
Operasional Ambulan Siaga Desa di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang dan pola hubungan kerja, berdasarkan hasil wawancara
penulis menyatakan bahwa pihak Desa Jogoloyo belum ada SOP yang jelas, Pihak
Desa hanya berpatokan pada asas kepentingan bersama dan pedoman prosedur
tetap pemanfaatan mobil Ambulan Siaga Desa yang telah di sediakan oleh
Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh penulis untuk koordinasi
peminjaman Ambulan Siaga Desa juga cukup baik, dari pihak RT, Kepala Dusun,



dan Kepala Desa, ini ditandai dengan RT yang menghubungi Bapak Kepala Desa
untuk meminjam Ambulan Siaga Desa, karena faktor darurat biasanya masyarakat
meminjam Ambulan Siaga Desa Langsung ke Kepala Desa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pihak Desa Jogoloyo belum
mempunyai SOP yang jelas untuk Operasional Ambulan Siaga Desa, dan
koordinasi antara pihak terkait sudah cukup baik, karena faktor kegawat daruratan
jadi proses peminjaman tidak melaui RT melainkan langsung ke Kepala Desa.

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa
implementasi operasional ambulan siaga desa di desa jogoloyo masih belum
efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki.
Adapun indikator yang menyebabkan implementasi operasional ambulan siaga
desa belum efektif adalah sebagai berikut : Komunikasi, informasi yang di berikan
oleh pemerintah Desa sudah maksimal, ini ditandai dengan sudah dilakukannya
sosialisasi pada saat pertama kali mobil Ambulan Siaga Desa turun ke Desa, dan
juga setiap ada kegiatan massal Desa pihak Desa selalu menginformasikan kepada
masyarakat Desa Jogoloyo. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa
sumber daya manusia yang ada belum memadai, ini ditandai dengan supir yang
ada disetiap Dusun masih ditetapkan secara sukarela, belum di tetapkan secara
pasti, untuk sarana dan prasarana juga belum mendukung ini ditandai dengan
belum adanya garasi untuk penempatan mobil ambulan siaga desa dan sebagian
dari fasilitas yang ada di dalam mobil Ambulan Siaga Desa tidak ada seperti
tabung oksigen, belum adanya laporan pemanfaatan dari Desa ke Kecamatan tiap
triwulan sekali, dan juga tidak adanya buku laporan pemanfaatan mobil Ambulan
Siaga Desa di Desa Jogoloyo. Disposisi, Pemerintah Desa Jogoloyo menjalankan
operasional Ambulan Siaga Desa Secara terbuka bagi masyarakat yang
membutuhkan, ini ditandai dengan pemerintah Desa Jogoloyo yang siap selama
24 jam jika ada yang meminjam mobil Ambulan Siaga Desa. Struktur Birokrasi,
Pemerintah Desa Jogoloyo belum mempunyai SOP untuk operasional Ambulan
Siaga Desa, koordinasi antara pihak terkait sudah baik, ini di tandai dengan RT
yang menghubungi Bapak Kepala Desa jika ada warganya yang sakit, karena
faktor darurat masyarakat Desa Jogoloyo langsung meminjam ke Kepala Desa,
tidak melalui RT terlebih dahulu.

Saran

Komunikasi, diharapkan Pemerintah Desa Jogoloyo melakukan sosialisasi
baik secara lisan maupun secara tertulis agar masyarakat Desa Jogoloyo dapat
mengetahui fungsi dan prosedur Peminjaman Ambulan Siaga Desa. Sumber Daya,
diharapkan Pihak Desa menetapkan supir disetiap Dusun dan memberikan gaji
bagi supir, memasang nomor telepon di Badan mobil, agar memudahkan
masyarakat Desa Jogoloyo dalam peminjaman mobil Ambulan Siaga Desa,
meyediakan tabung oksigen dan garasi untuk tempat menyimpan mobil, membuat
laporan ke Camat setiap triwulan sekali, dan membuat buku laporan bulanan



mengenai penggunaan Operasional mobil Ambulan Siaga Desa sesuai dengan
prosedur pemanfaatan mobil Ambulan Siaga Desa agar pemanfaatan mobil dapat
di control oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Disposisi,
diharapkan agar pihak Desa lebih ditingkatkan lagi respon terhadap masyarakat
yang ingin meminjam mobil Ambulan Siaga Desa. Struktur Birokrasi, diharapkan
pihak Desa membuat Standart Operasional Prosedur tentang tata cara peminjaman
Ambulan Siaga Desa agar tidak terjadi salah komunikasi antar pihak Desa dan
masyarakat, dan juga koordinasi antar masyarakat, RT, Kepala Dusun, dan Kepala
Desa lebih ditingkatkan.
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